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PERATURAN BUPATT JEPARA 
NOMOR A2 TAHUN 2009 

TENTANG 

PENGHASILAN CARIK DAN PENGELOLAAN BENGKOK CARIK 

BUPATT JEPARA, 

a bahwa dengan dtetapkannya Peraturan Pererintah Nomor 
45 Tahun 2097 tentang Persyaratan dan Tata Cara 
Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeni Sipif 
serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteni Dalam Neger 
Nornor 900/1303/SJ tang9al 16 Apr! 2009 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di 
Seluruh Indonesia, maka perlu diatur Penghasilan Cank dan 
Pengelolaan Bengkok Canike 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimnaksud 
pads hunuf a, pertu menetapkan peraturan Bupati tentang 
Penghasilan Cark dan Pengelolaan Bengkok Carik 

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah 

2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentuk.an Peratutan Perun0dang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 
4389) 

3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Peerintahan Daerah (Lembaran Negara FRepubhk Indonesia 
Tahun 2004 Nomnor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomnor 4437) sbagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhit dengan Undang-Undang 
Namer 12 Tahu 2008 tentang Perubaha Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemenintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia 
Tahu 2008 Nomnor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nmot 4844) 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
enimpangan Keuangan Antara Pererintah Pus.at dan 
emerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20OS Naro 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Naror 4438 

5. Peraturan emerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Dess 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
158. Tambahan lembaran Negara Noror 4587) 



t#€Pdffianfu€elohanK3uangaiDgi

(flhaEn D*ar kbuptu JepaE Iahud 2007 Nmor 4i

3,s lpEl iad ' |ah3up, l iJePaa|

Pemeinlahaiosg.da|!hp€nFl€n

6ngb'anrqi.bn

En FndaFbi d,i bbnja d*a #u Frcrehan

db€rclei dai h5F6bi secaE turun rmurun

6. Peraturan Menter Dalam Negeni Nomor 37 Tahun 20OT 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Des.a 

7. Peraturan Daerah Kab0paten Jepara Noror 7 Tahun 2007 
tentang Kedudukan Keuangan Petinggi qdan Perangkat Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nmot 7) 

ME MUTUSKAN 

Menetapk.an PERATURAN BUPAT TENTANG PENGHASILAN CARIK DAN 
PENGELOLAAN BENGKOK CARIK 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

pasal f 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 

1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara 
2 Pemerintah Daerah adala Pererinth Kabupaten Jepara 
3. Bupati adatah Bupati Jepara 
4. Carat adalah Carnat yang wilayah kerjanya meliputi wlayah kerja Desa yang 

bersangkutan, 
5 petinggi adalat sebutan lain Kepala Desa di Wlaygh Kabupaten Jepara, 

6 Desa adalah kesatuan masyarakat hulurm yang meriii batas-batas wtayah yang 
berwewenang untuk mnengatut dan mengurus kepentingan marsyara.lat setempa, 
berdasarkan asal usu/ dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 
sister Pernenintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

7Pererintaha Des.a adalah peryelenggaraan urusan pererintahan oleh Pererintah 
Des.a dan Badan Permusyawaratan Des.a dalam mengatut dan mengurus kepentingan 
masyaa.k.al setemnpat berdasaran as.al-usu/ dan adat istiadat setemp.at yang diaul dan 
dihormati dalam sistemn Permenintahan Negara Kesatuan Republk Indonesia 

8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelengara 
perenintaha des.a 

9. Badan Permusyawaratan Des.a yang selaniutnya disingkt 8PD_ adal tembaga yang 
merpakan perwujudan do0okras.i dalamn peyelenggaraan pee0in/.ah1an 0des.a se0a9a 
unsur peny0long9aran pemerintaha1 des.a 

10 Peraturan Des.a adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat olen 99D bersama 
Petingg 

1 Pengelolaan adalah rangkaian egiatan mulai dai perencanaan, pen9adaan 
penggunaan, peranaatan, pen9aan.a1, perelihara.an, penghapus.a1, pemind.ah­ 
tanganan1, penatausaha.a1, penilaian, pemnbinaan, p609gawas.a1 da1 pen1ge0laian 

12. Kekayaan Desa adaah barang milk desa yang berasal dari kekayaan aslides.a, yang 
dibel atau iperoleh atas beban an99aran pe0dapatan da belanja des.a a.au per0lehan 
hak lainnya yang sah 

13. Tanah Desa aalah barang milk desa berupa tanah bengkok, kuburan dan Titisara 
14. Pipilan adalah penghasilan yang dipercleh dari masyarakat secara turun temurun 

berdasarkan adat istiadat $te071pal 
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15. Tunjangan Kinerja adalah imbalan atau kompensasi yang diberikan atas dasar beban 
kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

16. Asas kepatutan dan asas eiayak.an a0a/ah p4domnan bagi Pererintah Des.a untuk 
menentukan besamnya tunjangan yang diberikan kepada Canik yang diangkat menjadi 
Pegawai Negeri Sipit (PNS) berdasarkan atas kesesuaian tugas pokok ark, beban 
kerja Cantk, struktur organisasi dan kultur budaya atau adat istiadat. 

BAB I 
PENGHASILAN CARIK 

Pasal 2 

(1)Canik yang berstatus sebagai Pegawai Negeni Sipi, memperoleh penghasilan tetap 
berupa gaji yang dianggarkan dalam Anggara endapatan da Belanja Daerah 
Kabupaten Jepara 

(2)Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibenikan sesuai peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang gap Pegawai Negent Sipit 

Pasal 3 
Carik yang telah memenuhi syarat dan belumn diangkat sebagai egawai Negeni Sipil tetap 
menerima penghasilan sebagaimana diatur dalam Peratura Des.a tentang Kedudukan 
Keuangan petinggi dan Perngkat Des.a sampai adanya pengangkatan sebagai Pegawat 
Negeri Sipid 

Past 4 
Bagi Cank yang tidal memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeni Sipit 
menerima penghasilan dani bengkok dan atau pipilan sesuai keputusan pengangkatannya 
gebagaimnana diatur dalamn Peraturan Des.a tentang Kedudukan kKeuangan Petinggi dan 
Perangkat Desa samnpai habis masa jabatannya 

BAB II 
PENGELOLAAN BENGKOK CARIK 

Pasal 5 

(pCank yang memenuhi syarat menjadi Pegawai Negeni Sipil dan sudah menerima Surat 
Keputusan Pengangkatan, penghasilan dan bengkok dihentikan dan diserahkan kepada 
Pemerintah Desa untuk menjadi kekayaa Des.a selambat-lambatnya tangga 1 Januari 
2010 

2Canik yang memenuhi syarat menjadi Pegawai Negeni Sipit tetapi belum menenima Surat 
Keputusan Pengangkatan sampai dengan tanggal 1 Januari 2010, mnaka terhitung sejak 
yang bersangkutan menerima Surat Keputu.an Pengangkatanya, penghasilan darn 
bengkok dihentikn dan diserahkan kepacts Pemenintah Des.a untuk menjadi kekayaan 
Desa 

Pasal 6 

Carik yang diangkat menjadi Pegawai Negen Sipil bengkoknya diserahkan kepada 
emerintah Desa dan dilelang khusus seCara terbuka terpisah dengan tan1ah bondo des.a d.an 
dirasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
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BAB IV 
TUNJANGAN KINER.JA CARIK 

asat 7 

( Selain menerima penghasilan tetap dai Gaj carik yang diangkat menjai Pegawai Neger 
Sipit dapat menerima tunijangan kinerja 

t2 Tunja0gan kinetja dibenian epada can berdas.ark.an as.ars kepatuta dan asas 
kelayal.an1 es0a deg.an keramnpuan keua0gan des.a 

( Tunjangan kinerja dapat dibenikan setiap bulan 

BAE V 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Past 8 

(/)Cank yang k0song atau purna tugas diisi oleh Pegawat Negeni Sipl sesuai peraturan 
perundangan yang berlaku telapi tidak bertak menerima tunjangan kinerja tetapi berhak 
menerima dana bagi hasil pajak dan retribusi serta insentf pengelola keuangan desa dart 
pos ADD 

(Mekanisme penyerahan bengkok dilaksanakan dengan penandataganan Betita Acara 
Serah Terima Bengkok bertempat di Kecamnatan disakskan oleh Muspikg, 8PD dan 
Perangkat Des.a 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasat 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati inl 
0dengah penempatannrya dadam Berta Derah Kabupaten Jepera 

Di#tetapkan di Jepara 
pada tanggal dope be ace 

HENDRO MAR TO.JO 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal Hsa6a 2009 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

OL IH 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 24NOMOR 2l 


